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BAB III
TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK
3.1 	Tinjauan Teori
	3.1.1	Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
	Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 
(Mulyadi, 2016 :23)
	Sistem akuntansi sebagai suatu bangunan sistem informasi memiliki enam blok bangunan: masukan, model, keluaran, teknologi, basis data, dan pengendalian. Diantara enam blok bangunan sistem informasi tersebut, blok keluaran merupakan faktor penentu perancangan blok bangunan sistem informasi yang lain. Arsitek yang mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan blok-blok bangunan tersebut menjadi suatu bangunan sistem informasi yang menghasilkan informasi bagi para pemakainya disebut dengan analisis sistem (system analyst). Pengembangan sistem akuntansi memiliki tujuan umum:
a. untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru,
b. untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketetapan penyajian, maupun struktur informasinya,
c. untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan,
d. untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaran catatan akuntansi.
	3.1.2	Pengertian Sistem Penggajian
	Sistem Penggajian adalah  proses yang menentukan tingkat penggajian staf, memonitori, mengembangkannya, dan mengendalikannya. (Michael Amstrong, 1993 : 1). Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah , promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. (Mulyadi, 2016 : 309)
3.1.3	Dokumen Yang Digunakan
	a.	 Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah
	Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tariff upah, penurunan pangkat, pmberhentian sementara dari pekerjaan, pemindaha, dan lain sebagainya.tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah.
	b.	 Kartu Jam Hadir
	Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. 
	c.	Kartu Jam Kerja
	Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyelian pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir, sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Seperti telah disebutkan di atas, catatan waktu kerja ini hanya diperlukan dalam perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. Dalam perusahaan ini diperlukan biaya tenaga kerja langsung pabrik untuk setiap pesanan yang diproduksi.
d. Daftar Gaji dan Daftar Upah
	Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya.

e. Rekap Daftar Gaji dan Rekap Daftar Upah
		Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah  perdepartemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah tang dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukakan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah.
f. Surat Pernyataan Gaji dan Upah
		Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan berserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan.
g. Amplop Gaji dan Upah
			Uang gaji dan upah karyawan deserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan .
h. Bukti Kas Keluar
		Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. (Mulyadi, 2016 : 310)
3.1.4	Catatan Akuntansi Yang Digunakan
	a.	Jurnal Umum
	Dalam pencatatan gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan.
	b.	Kartu Harga Pokok Produk
	Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu.
	c.	Kartu Biaya
	Catatan ini digunakan mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan.  Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial.
d.	Kartu Penghasilan Karyawan
	Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatangani kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gaji dan upahnya sendiri, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain.
	
3.1.5	Fungsi Yang Terkait
		a. 	Fungsi Kepegawaian
	Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tariff gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian kryawan.
		b.	Fungsi Pencatat Waktu
	Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah.
		c. 	Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah
	Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upahyang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan.
		d.	Fungsi Akuntansi
	Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggungjawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan (misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun).
i. Fungsi Keuangan
	Fungsi ini bertanggungjawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak.	
(Mulyadi, 2016 :317)
	3.1.6	Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem
		1. Sistem Penggajian Terdiri Dari Jaringan Prosedur
				a.	Prosedur Pencatatan Waktu Hadir
			b.	Prosedur pembuatan Daftar Gaji
			c.	Prosedur Distribusi Biaya Gaji
			d.	Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar
			e.	Prosedur Pembayaran Gaji
		2. Sistem Pengupahan Terdiri Dari Jaringan Prosedur
			a.	Prosedur Pencatatan Waktu Hadir
			b.	Prosedur Pencatatan Waktu Hadir
			c.	Prosedur Pembuatan Daftar Upah
			d.	Prosedur Biaya Upah
			e. 	Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar
			f. 	Prosedur Pembayaran Upah

		Prosedur Pencatatan Waktu Hadir
	Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu  masuk kantor administrasi atau pabrik. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa yang harus ditandatangani oleh karyawan setiap hadir dan pulang dari perusahaan atau dapat menggunakan kartu hadir (berupa clock card) yang diisi secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu (time recorder machine).
		Prosedur Pencatat Waktu Kerja
	Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja yang diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusinbiaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut.  Jika misalnya seorang karyawan pabrik hadir di perusahaan selama 7 jam dalam suatu hari kerja.  Jumlah jam hadir tersebut terinci menjadi waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan.
		Prosedur Pembuatan Daftar Gaji dan Upah
	Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan.  Data yang dipakai sebagai dasar pembuat daftar adalah surat-surat keputusan mengenai pengakatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gtaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir.  Jika gaji karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai PPh Pasal 21 dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atas dasar data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan.  Potongan PPh Pasal 21 ini dicantumkan dalam daftar gaji dan upah.
		Prosedur Distribusi Biaya Gaji dan Upah
	Dalam prosedur distribusi gaji dan upah, biaya tenaga kerja di distribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja.  Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk.
		Prosedur Pembayaran Gaji dan Upah
	Prosedur pembayaran gaji dan upah melibnatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi kenuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menggunakan cek tersebut ke bank dan dimasukkan uang amplop gaji dan upah. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak pembagian amplop gaji dan upah biasanya dilakukan oleh juru bayar. Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan.
(Mulyadi, 2016 : 319)


	3.1.7	Pengendalian Internal
		Organisasi
a. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan.
b. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi.
Sistem Otorisasi
c. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengankatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama.
d. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan daftar gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan.
e. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan  selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian.
f. Kartu jam hadir harus di otorisasi oleh fungsi pencatatan waktu.
g. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepada departemen karyawan yang bersangkutan.
h. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi.


Prosedur Pencatatan

i. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan  direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan.
j. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi.

Kartu Jam Hadir

k. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung.
l. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu.
m. Pembuatan daftar gaji dan upah harus di verifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran.
n. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan.
o. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah.
	3.1.8	Bagan Alir Dokumen
	Sistem penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang berkerja sebagai manajer, atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam sistem penggajian ini tidak diperlukan pencatatan waktu kerja karena biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak perlu dibebankan langsung kepada produk. Sistem penggajian ini, tanda terima gaji oleh karyawan dibuktikan dengan penandatanganan oleh karyawan atas kartu pengahasilan karyawan, sehinnga setiap karyawan hanya melihat gajinya masing-masing.
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		KJH : Kartu Jam Hadir
		RDG : Rekap Daftar Gaji
		SPG : Suratr Pernyataan Gaji
Gambar 3.2 Sistem Akuntansi Pengupahan
Sumber : Sistem Informasi Akuntansi, Mulyadi
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BTF : Batch Transfer Form
KJH : Kartu Jam Hadir
KJK : Kartu Jam Kerja

Sumber : Sistem Informasi Akuntansi, Mulyadi

3.2	Tinjauan Praktik
	3.2.1	Gambaran Tentang Tunjangan Kinerja
	Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kerja pada pegawai yang bersangkutan.  Gaji yang adil dan layak adalah gaji yang mampu memenuhinkebutuhan hidup keluarga pegawai negri tersebut. Sehingga pegawai negri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang telah dipercayakannya.
	Gaji yang adil dimaksutkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar pegawai negri maupun antar pegawai swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksutkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas pegawai negri. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 TENTANG Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan seluruh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan kinerja. 
	Tunjangan Kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan. Tunjangan Kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Besaran tunjangn kinerja yang diberikan kepada Kementrian/Lembaga tersebut bervariasi tergantung pada tingkat capaian revormasi birokrasi pada instansi masing-masing. 
	3.2.2		Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	
		a. 	Prinsip Pelaksanaan
		Tunjangan Kinerja merupaka fungsi dan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan.  Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.  Tunjangan kinerja pegawai diberikan berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansi. Oleh karena itu, tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkatkan kesejahteraan para pegawai.
b.	Mekanisme Penetapan Tunjangan Kinerja 
		Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi suatu Kementrian/Lembaga harus disetujui oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional  (KPRBN) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Komisi Terkait) serta diajukan oleh Mentri Keuangan RI. Bila suatu Kementrian/Lembaga memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, pagu tersebut perlu mendapat persetujuan DPR Badan Anggaran. Penetapan tunjangan kinerja pegawai negri sipil pada pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ssudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program.
	3.2.3	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNJANGAN KINERJA PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
			Besarnya tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi didasarkan pada faktor-faktor 
1) Tingkat capaian pelaksanaan 
2) Nilai dan kelas jabatan
3) Indeks harga nilai jabatan
4) Faktor penyeimbang
5) Indeks tunjangan kinerja daerah 
	3.2.4	BAGAN ALIR TUNJANGAN KINERJA PADA PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
			Pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah ditetapkan dengan peraturan Jaksa Agung Nomor : 033/A/J.A/07/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia masih terdapat kekurangan belum dapat menampung kebutuhan organisasi sehingga perlu disempurnakan. Tunjangan kinerja adalah pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011, bahwa Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang disebut Pegawai adalah Pegawai Negri Sipil yang berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia).

Gambar 3.4  
Alir Dokumen Tunjangan Kinerja 
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SPM : Surat Perintah Pembayaran
SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
SPTJM : Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak

Sumber : Data Primner, diolah
Penjelasan Bagan Alir Dokumen Tunjangan Kinerja Pegawai Kejaksaa Tinggi Jawa Tengah :
· Bagian Kepegawaian 
1. Mulai
2. Mengolah Data Finger Print
3. Menghasilkan Rekapitulasi Daftar Hadir seluruh pegawai.
4. Hasil Rekapitulasi Dikirim Kepada Bagian Keuangan
· Bagian Keuangan
1. Rekapitulasi Daftar Hadir seluruh pegawai di masukkan pada aplikasi Gaji Pns Pusat (GPP),
2. Setelah di masukkan di aplikasi gaji, keluarlah Daftar Normatif..
3. Daftar Normatif Diserahkan kepada Bagian Umum.
· Bagian Umum
1. Daftar Normatif yang diberikan oleh Bagian Keuangan, Selanjutnya Bagian Umum membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak,
2. Menghasilkan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak,
3. Proses Penerbitan SPP (Surat Perintah Pembayaran) berdasarkan SPTJM dan Daftar Normatif,
4. Dari Proses Penerbitan SPP, Menghasilkan Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP).
· Bagian Keuangan
1. Menerima  SPP, SPTJM, dan Daftar Normatif yang diterima dari Bagian Umum,
2. Menerbitkan SPM berdasarkan dokumen yang diterima tersebut,
3. Membuat Kartu Kendali 
4. Mengirim Dokumen SPM, SPP, SPTJHM, Daftar Normatif, dan Kartu Kendali kepada KPPN



· Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) 
1. Menerima Dokumen yang Dikirim Oleh Bagian Keuangan Untuk Kemudian menerbitkan SP2D,
2. Setelah SP2D terbit kemudian dikirim Ke Pihak BANK BRI Patimura
· Bank BRI PATIMURA
1. Menerima SP2D dari KPPN
2. Memproses Dokumen kemudian Mendistribusikan Tunjangan Kinerja Pada Rekening Masing-Masing Pegawai
3. Selasai 

2.2.5 NOMINAL TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.1 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 
Kejaksaan Republik Indonesia
Sumber : Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah


	No.
	KELAS JABATAN
	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN

	1.
	18
	Rp. 29.085.000,00

	2.
	17
	Rp. 25.739.000,00

	3.
	16
	Rp. 22.778.000,00

	4.
	15
	Rp. 14.931.000,00

	5.
	14
	Rp. 13.216.000,00

	6.
	13
	Rp.  8.659.000,00

	7.
	12
	Rp.  7.662.900,00

	8.
	11
	Rp.  5.021.800,00

	9.
	10
	Rp.  4.444.300,00

	10.
	9
	Rp.  3.555.300,00

	11.
	8
	Rp.  3.146.500,00

	12.
	7
	Rp.  2.704.800,00

	13.
	6
	Rp.  2.527.700,00

	14.
	5
	Rp.  2.362.500,00

	15.
	4
	Rp.  2.207.800,00

	16.
	3
	Rp.  2.063.600,00

	17.
	2
	Rp.  1.928.500,00

	18.
	1
	Rp.  1.802.500,00
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